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KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagl setiap
Pemerintah untuk meawujudkan aspirasi masyarakal dan mencapai lujuan serta cila-
cita berbangsa dan bemegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sislem pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, seria bebas dari korupsi ,
kolusi dan nepotisme.

Sahubungan dengan ity dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIF)
mewaijibkan instansi Pemenntah sebagal unsur penyelenggara Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebyjaksanaan yang dipercayakan berdasarkan
Perencanaan Stratejik yang dirumuskan sebelumnya,

Badan Pengelolaan Keuangan Daersh Kabupaten Tanah Datar sebagai
Instansi Pemarintah juga berkewsjiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
sesual wewenang yang diberikan berdasarkan Rencana Stratejk yang ditetapkan
sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF).

Laporan Kineda yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar ini adalah merupakan representasi kinerja Instans: dalam
pelaksanaan Tupoksi Tahun 2023 yang dapat dijadikan acuan untuk evaluas: kinena
sebagai pertimbangan Strategis dalsm melanjutkan rencana kinerja Tahun 2024,

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan bagi pihak-pihak
dalam menilai kinera Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Cratar
dan kami menerima masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan
kinerja OPD kami dimasa datang

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

AP

ir. HELFY RAHMY HARUN
NIP. 19671020 199403 2 003
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BAB |
PENDAHULUAN

A.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Badan Pengelclaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Penpgelolaan Keuangan Daerah adalah membantu melaksanakan fungsi
penunjang urusan pamerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah
yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dengan uraian tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesual dengan lingkup tugas dibidang anggaran,
perbendanaraan, akuntansi dan pengelolaan asat;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum  bidang
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang anggaran,
perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daersh Kabupaten Tanah Datar NMomor 52 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serla Tata Kerja

Badan Pengelclaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah terdiri dan 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut:
1. Sekretariat tardiri dari;

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Jabatan Fungsional

2. Bidang Anggaran
a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

b. Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Jabatan Fungsional

R

E—— =
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3. Bidang Perbandaharaan
a. Sub Bidang Penatausahaan Pemerimaan Daerah
b. Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Daerah
¢. Jabatan Fungsional

4. Bidang Akuntansi
a. 3ub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
b. Sub Bidang Kebijakan dan Pembinaan Akuntansi
c. Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengelolaan Aset
a, Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan
b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
¢ Jabatan Fungsional

B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Peran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah mulai dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pengelelaan aset dasrah. Peranan tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila
tidak didukung oleh sarana dan prasarana sera sumber daya yang memadai dalam
rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan,
maka penyusunan rencana strategis periu memperhatikan adanya isu strategis baik
yang berasal darl internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian
dan dinamika kebutuhan masyarakat yang dapal berpengaruh secara langsung
terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan
3. Peningkatan tata kelola keuangan dan asel

Dalam rangka meningkatan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Datar berusaha unfuk melakukan inovasi dan terobosan
serta kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaaan keuangan,
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C. Sistematika Penulisan
Penulizan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2023 barpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Feformasi Birokrazi Bl Momor 53 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama {strategic issued) yang dihadapi crganisasi

BAB 1I PERENCANAAN KINERJA
Fada bab ini di uraikan ringkasanfikhtisar perjanjian kinerja tahun
bersangkutan

BAB (Il AKUNTABILITAS KINERJA

A.  PERENCANAAN KINERJA
B. Pada bab ini di uraikan ringkasanfikhtisar perjanjian kinerja
tahun barsangkutan
BAB IV PENUTUP
A Kesimpulan
B. Saran
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan setelah dilaksanakan
reviu pada tahun 2017 dan telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Momor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-
2021. RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun
kedepan sesuai dengan periode RPJMD. Dokumen Renstra ini secara garis besar
memuat visi, misi, tujuan. dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2028 sebagaimana
sebagai berikut:

a. Visi

Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan
prioritas daerah, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2021-2026 adalah:

Terwufudnya Pengelolaan Keuangan deerah yang Transparan dan
Akuntabiitas melalul management yang balk dengan menggunakan
teknologi informasi

FPenetapan Visi sebagal bagian dari perencanaan strategi mengikat
Fimpinan dan Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk
komitmen guna mencapai tujuan organisasi.

Kemudian apabila dintepretasikan ke dalam perspektif balanced
scorecard, pernyataan Visi tersebut setidaknya sudah memperlihatkan
kessimbangan diantara perspekiif utama suatu erganisasi ; perspektif customer
(sfakelholder atau pelanggan), perspekiif internal proses (proses infernal) dan
parspeklif learming and growth (pembeilajaran dan perturmbuhan).
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Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang prima melalui
manajermen yang balk merupakan bagian dari Visi Badan Pengslolaan
Keuangan Daersh Kabupaten Tanzh Datar pada perspektif customer. Pada
masa datang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar
dipandang oleh sfake/holder terkait sebagal Pengelola Keuangan dan Asel
yang prima untuk dapat mewujudkan good governance melalui peningkatan
akuntabilitas publik pada segenap manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah,

isl pada perspektif customer tersebut akan tercapal melalui manajemen
efektif dibidang pengelolaan Keuangan Daerah. Aspek manajemen efektif
rmerupakan bagian dari visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar
untuk perspektif internal proses dan perspektif leaming and growth. Disini
managmen akan mewujudkan kesempurnaan dalam proses intermal yang
didukung oleh sumber daya manusia yang senantiasa mau belajar dan
berumbuh mengikuti perkembangan lingkungan internal dan ekstermal yang
terus berdinamika.

b. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan
sasaran yang ingin dicapal di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin
dicapal, telah dirumuskan Misi sebagai berikut :
1. Mewuludkan sislem pengelolaan Keuangan dan asef Daerah yang
Raslonal, transparan, parfisipalif dan bertanggungjawab
2. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakai
3. Fenerapan Teknologl Informasi untuk pengelolaan kevangan deerah

c. Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
|angka waktu lima tahun, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan
dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.1

Leporan Akuntabilites Kinerjo Instansi Pemerintoh (LEjIP) BPKD Tahun 2023
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Tabal 2.1
Ketarkaitan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar
dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tansh Datar

BRI & | MEWULRIDH AR TATA KELCLA, PEHCRINT AHAK YARG AHUKTAREL, BFERTIF DAN EFPRER

(1] REMETRA 3097 - 0008
Titfisa® Tirhesiesy ELERA

Fenrghaiien | Ircue “Merighais | Opisl PR | Termyudien WiF & Pengeolasn =T Frogmm
efrraas bimdeas vang | i Pangaisingn atan K Pengetoiaan

Fremerrraran IntrhiaE Bara® S ImprH LT e T [ ngan kmrumrgen

P keoangan | pang b dan Aset Hsawsh
ainkd dan Pengaicinan
sinien 1 asiae Burrang kil

dan Akuntabal Diasah

b Meningkatcan | Hiw Frogrem

Akuniabilias Bhuskatiif | Penunjang

mm Kinsrs | Urssan
Kineda e man

Crganisasl i

Sementara itu untuk indikator kinerja Utama Badan pengelolaan Daerah yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD
Nomor 800/008/ BPKD /2023 yaitu ;

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026
- Tujuan Sasaran indikatar Satuan | Rumusan Sumber
Sirategis kinerja perhitungan Data
Terwujudnys | Pengalolaan Opini BPK alas WTP |  Opini BPE Ranstra
Pengelotaan keuangan dan | laporan BFED
Kauangan A Dagrah | keuangan
yang yang Transparan
Al uirtabal, dan AkLntane)
afaklif dan
afislan
Meningkatmya | Méai BB MNilai Akip | Renstra
Akuntabitas Aluntabilitas BPKED
Kinerja  Badan | Kineda
Keuangan
Crasrah

— —
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Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja
Na. Sasaran Strategis Indikator Kingda | Target ] Program/Kegiatan Anggaran
1. | Pengelolaan Cipénd BFK WTP Program  Pengeloiaan | 176.256.410.168
Keuangan dan aset | ferhadap Keuangan Dasrah
dasrah yang | Laporan
fransparan dan | Keusngan
akuntabditss Femearintah
Daerah
Koordinas dan 1.240.827.160
Penyusunan  Rencana
Anggaran Daarah
Koordinas: clam 228 880 3T6
Pengelolaan
Perbendaharaan Dasarah
Koordinas dian 248135 380
Felaksanaan Akunianzi
dan Pelaporan Kewangan
Dsersh
Penunjang Urussn | 174400 483 833
Kewenangan
Pengelolaan Keuangan
Caerah
Pengelolaan Data  dan 137.012.000
Impiementasi Sigtem
Informasi Pamearintzh
Daersh Lingkup
Eeuangan Daarah
Frogram 1.383.685.350
Earang Milik Dasrah
Fengelolaan Barang Milik 1.383.685.350
daerah _
Maninghksinys Milai EB Program Pemunjang LW i F R
Akuntabilitas Kinerja | Akuntabilitas Urusan Pemarintah
Einerja Ciaarah
Terwwsdnya incvasi [bovasi  yvang 1
berkelanjutan dikembangkan
dan
diteraplkan

C. Rencana Kera dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelclaan Keuangan Daerah merupakan
acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Acuan ini
terdiri atas sasaran kegiatanfoutput, indikator kinera kegiatan, target pencapaian
serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun Rencana Kera dan Anggaran
Badan Pengeloclaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
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Tabel : 2.3 Recana Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Indikator

Target

ProgramiKegiatan

Anggaran |

Pengelolaan

Keusngan dan
asat daerah

yang transparan
dan akuriabsal

Opini BPK
atas Laporan
keLangan

WTP

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

176.256.410,166

Kegiatan Koordingsi dan
Penyuzunan Rencana
Anggaran Deersh

1.240.927 577

Kegiatan Koordinasi dan
Pangelolaan Perbendaharaan
Duserah

£28.850.376

Kegiatan Koordinas! dan
Pelaksanaan Akuntansi dan
Felaporan Ciaerah

249 136 380

Kegiatan Penunjang Lirusan
Kewenangan Pangalolaan
Feuangan Dlaarah

174,400 483,833

Kegiatan Pengelolaan Data
dan Implamentasi Seatem
Informasi Femerintah Daerah
Lingkup Keuangan Dasrah

137.012.000 |

Program Pangelolaan
Barang Millk Dagrah

1.283.685.380

Milik Craperah !

1.383.685.380

Meningkainya
Akuntabdtas
Hinera Bedan
Pengelclaan

Kauangan
Dizerah

[ Nilai

Akuniahililas
Kinerja Daarah

Program Penunjang Urusan
Pemarintahan Daerah
Kabupaten/Kota

5217292121

Hudgiﬂlan Parencanasn,
Fenganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Dagrah

Feguatan Administresi
Keuangan Perangkat Daerah

L

Eagiuatan Administrasi
Fepegawaian Perangkat
Caserah

14.000.000

Eeglatan Administrasi Limum
Ferangkat Daerah

267 870,73

Kegiatan Penyediasn Jasa
Penunjang Unisan
Femerintahan Dagrah

258 452,000

Keglatan PemeBharaan
Barang Milik Dasrah
Penunjang Urnusan

209.535,250

Pemanniahan Daarah

Dari tabel Rencana Kegiatan terlihat bahwa pada Tahun 2023 untuk mencapal 2
sasaran dengan masing- masing indikatornya, BPKD didukung oleh 3 Program dan
12 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 182 B57 387 877 -

—_—

_ . — — ——
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BAEB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas  kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerash 2023 adaiah
perwujudan kewsjiban Badan Pengelolaan Keuvangan Daerah untuk menilai
pelaksanaan  progra dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka
mencapai Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2021-2026, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemaearintah
daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2021-2028.

Pengukuran kinera dilakukan melalul pancapaian indikator kinerja sebagaimana
yang terdapat dalam Peranjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun
2023. Pengukuran kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran Kinera
merupakan pengukuran capalan target kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran
strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dengan
realisasi kinera kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis.

A.  Hasil Pengukuran Kinerja
Hasil pengukuran capaian 2 (dua) indikator kinera utama wntuk
mewujudkan 2 (dus) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

NO Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Target Realisasi 1ngkat

| | . Capailan
1.  Pengelolaan Opini BPK WTP WTP WTP
Keuangan dan Aset terhadap Laporan
tﬂ'“’ah 3’::9 Keuangan
e ki " Pemerintah
PR Daerah | _
2. Meningkatnya | Nilai Akuntabilitas BB BB BB

akuntabiiitas kinerja Kinerja Daerah
badan keuangan
daerah
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Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai
capalan sasaran strategis serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam
pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilankegagalan
capaian indikater kinerja, ditetapkan berdasarkan kategori penilaian sebagaimana
tercantum pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
INTERVAL NILAJ KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100 Sangatl memuaskan

85-100 Sangat baik

70 -85 Baik

a5 =70 Sedang

0-55 ) |' Kurang balk

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan 3 (tiga)
gasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator dengan masing-masing target yang dicapai
setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan
dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari
APBD Kabupaten Tanah Datar.

Capalan masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

Snsaran
* Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Etra}egi - Transparan dan Akuntabel

Capaian target kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan
Akuntabel dengan indikator sebagai berikut:
Tabel 3.3

Indikator Capaian Target Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tahun 2023 Tahun 3033 T;?c:ﬁ[ ;ﬂd}‘u“ %
No, Indileator (Laporan Keuangan [Laporan Keuangan t'eﬂ.l.-iLu:iE
2021} 20232
Target | Reali | % | Target | Reali | %
Snsi Sani
1. | Opini BFK WTF WTP | 100 | WTP WTP 100 | WTE 106
Terhadap
Reuangan
Pemerinta han
| Dagrah |
et —_— ... —_—
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Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada tahun 2022
dapat lerealisasi 100% artinga opini WTP barhasi dicapai berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK. Sasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan
dan akuntabel dengan indikater sasaran yaitu Opini BPK Rl Terhadap Laporan
Keuangan menjadi sasaran ulama dari beberapa target pada Badan Pengelola Keungan
Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencermintkan
kinerja pengelcla keuangan dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyusunan laporan
keuangan telah sesual dengan standar akuntansi pemerintahan penyajian  yang
diungkapkan dalam flaporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan
penilaian tersebut menjadi Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan
Pengelola Keuangan Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan
keuangan.
Capaian ini diperoleh dengan upaya yang dilakukan adalah:
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar.
- Perencanaan dan penetapan APBD yang tepat waktu sehingga pelaksanaan
program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
- Penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang sesual dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
- Sistemfaplikasi pengelolaan keuangan yang memadai
SDOM yang handal di bidang masing-masing.
Penyesuaian regulasi yang ada dengan aturan yang lebih tinggi

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laperan keuangan yang didasarkan pada 4
{empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi pemerintah | SAP);
2. Adanya Kecukupan informasi Keuangan dalam Laporan keuangan:

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan;

4. Efektifitas Penyelenggaraan sistem pengendalian intern.
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Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan :

datas LKPD Tahun E[IE.E Kep
emeriniah Dae

il=
:.p-:'
= e

Gamhar 3.1 F‘ang.te:ra:han LHP atas Laporan Keuangan Pemenntah Dasrah tahun 2022 dengan
Dipinl WTP

Pada tahun 2023, BPK telah menerbitkan Laparan Hasil Pemeriksaan keuangan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20922 yang memuat
opini * Wajar Tanpa Pengecualian® (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut
sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pancapaian untuk dua
belas kalinya sejak laporan keuangan Tahun 2009 dan berdurutturut 12 kali {(2012-
2022)

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupatern Tanah Datar dalam mempertahankan

opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor ssbagai

berikut :

a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi
karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah,

b, Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara
berkelanjutan  yang berdampak pada peningkatan  kualitas  perencanaan,
penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

C. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan,
dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan
tepat waktu dan meminimalkan teradi kesalahan-kesalahan baik pada tahap
panganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan
pengendalian internal pemerintah daerah
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Upaya yang ditakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui BPKD untuk

mempertahankan Opini BPK adalah:
1. Untuk verifikasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Pembiayaan,

dilakukan rekonsiliasi keuangan dan aset setiap semester dan tahunan

. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan

SP2ZD menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu berkoordinasi dengan pemerintah
pusat untuk melaksanakan Update Aplikasi SIPD sebagai aplikasi utama dan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) sebagat aplikasi pendukung.

Untuk masalah-maslah terkait penggunaan aplikasi baik SIPD maupun SIMDA juga
dilakukan pendampingan secara terue menerus melalui group Whatsapp dimana
setiap permasalahan yang di alami cleh SKPD akan segera diupayakan
penyelesaian dan ditindaklanjuti langsung oleh admin di BPKD.

Faktor panghambat untuk mempertahankan Opini BPK -

1

Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang
meliput  penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban  pelaporan
keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menysiuruh
oleh SKPD.

. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun

berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas. sehingga
menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang:

a,

Adanya penyesualan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi
karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara
berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perancanaan,
penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan,
dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan
tepat wakiu dan meminimalkan teradi kesalahan-kesalahan baik pada tahap
penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern [(APIP) dalam pelaksanaan

pengendalian internal pemerintah daerah.
Menyelesaikan tindak lanjut dan BPK-RI dan menyikapi rekemendssi BPK yang
tertuang dalam Laporan Hasil Pemerksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
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Kabupaten Tanah Datar agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem
pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di
masa mendatang dapat dipartahankan.

f. Melakukan pendampingan secara terus menerus kepada SKPD terkait masalah-
masalah yang ditemul dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, mengingat
aplikasi keuangan daerah yang dicetus olah pemenntah Pusat ini belum sepenuhnya
optimal untuk dilaksanakan, sehingga pemerintah Kabupaten Tanah Datar
senantiaza tetap menjalin komunikasi dengan Pemeritah Pusat terkait hal ini demi

menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanah
Datar

Basaran
El'.rn.:::g:‘u *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah, ditetapkan 1 sasaran kinerja dengan 1 {gatu) indikator kinerja.
Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tarcantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
j _ Tahun 2021 _ Tahun2022
"n_ it il . Target Realisasl Capaian Target Realisasi . Capaian
1. Nilal Akuntabilitas BB BB 100% BB BB 100%
Kinerja Instansi
Pemerintah

Untuk sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator
“nilai Akuntabilitas Kinerja *, untuk Tahun 2023 yang merupakan penilaian indikator
Tahun 2022, BPKD memperaieh nilai BB (74,55% ) dari 100% pencapaian,

Basaran

Stratepgis *Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan
3

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya inovasi berkelanjutan, ditetapkan 1
sasaran kinerja dengan 1 (satu) indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinera
tersabut tercantum pada tabel berikut:




Target |- __ Realizasi Capaian |
Indikator Kinerja - Triwulan | Triwulan | Triwulan | Triwulan %
ol N I i v
Inovasi yang 1 - ' 1 1 1 80%
dikembangkan
dan diterapkan .

Indikator Kinerja 4 : Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Indikator kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sesuai target pada tahun
2023, 1 (satu) inovasl yaitu SP2D Online sebagal salah satu bentuk aplikasi
pelaksanaan transaksi non tunai serta mempercepal proses pencairan dana darl
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening penerima, sehingga terlaksana
pencairan SP2D tepat waktu,

- Akurtabilitas kevangan/Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian target Tahunan BPKD, maka pada Tahun 2023
mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 182.857.387.677- dengan realisasi
keuangan s/d akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 177.214.641.888 atau sebesar 87,89 %,
dengan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99 58%. Alokasi anggaran tersebut
digunakan untuk melaksanakan 3 Program dengan 12 Kegiatan dan 50 sub kegiatan.
Adapun Program, kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat sebagal
berikut

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Tahun 2023

En [ Realisasi
, Kegiatan, Sub ggaran : -
Mo | Program, Kegiatan, Sub Kegletan | Rl oy F[;? Keuangan %
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 5.217.292.121 | 100,00 5.131.477.108 | 98,36
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Parencanaan, Penganggaran, dan 13858000 | 100,00 13623200 | 6,75
Evaluasi Kinerja Perangkal Dagrah
Adminigtrasi Keuangan Perangkat 4333506145 | 100,00 | 4288167453 | 896
Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat 14.000.000 [ 100,00 13.651.701 | 7.51
Crasrah |
| Administras| Umism Perangiatl Dasrah 297 670.726 | 100,00 285 558,711 | 9827
Penyadisan Jasa Penuniang Urusan 250432000 | 100,00 254.501.482 | 813
Pemarntahan Daerab % _
Femeliharaan Barang Miik Dasrah 208 B35 250 | 100,00 STAER4 532 | 188
Penunjang Unusan Pemerintahan
Caerah
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o H-I.EHIIII
No | Program, Kegiatan, Sub iatan
Fﬂ n, “-m TI.III.I'I m TE:T Hmm.n “
7 | PROGRAM PEMGELOLAAN 1T6.258 410,168 83,40 | 170.720.655.140 | 96 85
KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencena 1240827 577 | 100,00 1.109.085 165 | B9 28
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan 228 B50.376 | 100,00 227883122 | 9.58
Perbendaharaan Daerah
| Koordinasi dan Pelaksansan 249.136,380 | 100,00 224 421515 | 0,08
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
|| Daerah
Penunjang Urnusan Kewenangan 174400483 833 67,00 | 165.048.173.459 | 95,83
Fangeloiean Keuangan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementas) 137.012.000 100,00 111085875 | 1,08
Sigterm Informasi Pemerintah Cesrah
Lingkup Keuangan Dasrah
3 | PROGRAM PENGELOLAAN 1.383.685.390 100,00 1.382.505538 | ga 47
BARANG MILIK DAERAH
Pengelotaan Barang Milik Dasran 1.363.685.390 | 100,00 1.362. 505639 | 0B 47
Total 182857387 877 97,80 | 177.294.841.888 | 87,89

Dan rincian alokasi dan realisasi belanja program dan kegiatan diatas, maka secara
keseluruhan realisaai belanja BPKD menurut jenis belanja tahun 2023 adalah sbb

Tabel 3.6 : Realisasi Menurut Jenis Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

i Realisasi
No. Uraian Belanja Target Rp. Fisik Keuangan % |
(%)

1. | Belanja Operasi 8457568244 | 100 B.173538056 | 96,64
a. Belanja Pegawai 4313806145 | 100 4268 176.053 | 98,94

b. Belanja Barang dan 4.143.672.098 | 100 3.905.460.003 | 9425

Jasa

2. | Belanja Modal 66.500.000 | 100 50.200,998 | 89,17
3. | Belanja Tidak Terduga 2.789.486 800 a5 054 408,607 | 3427

4. | Belanja Tansfer 171543832633 | 100 168,003 674 952 | 97,00
Jumiah Belanja 182.867.367.677 | 88,70 | 177.281.111.513 | 96,95

'_____m ——
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Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, BPKD

melaksanakan serangkaian Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung

pencapaian sasaran kinerjanya yaitu -

1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran

kinefa ini dilaksanakan oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Perbendaharaan,
Akuntansi dan Pelaporan dan Pengelolaan aset

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran terwujudnya kualitas Pengelolaan
Keuangan ini adalah:

I.  Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
» Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran

Rp 64 554 405 00 dengan realisasi sebesar Rp.61.228 375,00 (94,85%)
Koordinasi penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan
anggaran Rp.65.096.601,00 dengan realizas sebesar Rp.83,640.315,00
(87, T6%)

Keordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD dengan
anggaran Rp.17.467.160,00 dengan realisasi sebesar Rp, 16.457 500,00
(94,22%)

Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Rp.18.751.480,00
dengan realisasi sebesar Rp. 18.675.700,00 (99,60%)

Koordinasi penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
kepala daerah ftentang  penjabaran  APBD dengan anggaran
Rp.935.074.820,00 dengan realisasi sebesar Rp.B24. 277 683.00 (88,06%)
Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APED dan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APED dengan
anggaran Rp.103.274 106,00 dengan realisasi sebesar Rp.101.176.533.00
(97.97%)

Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
dengan anggaran Rp 35.700.005,00 realisasi sebesar Rp.24 082 259 00
(67 44%)

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
= Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran dianggarkan

Rp.43.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.948.6847,00 {99,88%)

# Koordinasi , fagilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisl, monitoring dan

evaluasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan anggaran
Rp.88.740.378,00 dengan realisasi sebesar Rp 88,246 500,00 (99,44%)

—_— - —
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alran Kas  dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
dengan anggaran Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.49.765.175,00 (99,53%)

# Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat
pengelolaan kag, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang
daerah sebagai optimalisasi kas dengan anggaran Rp.2.680.0:00,00
dengan realisasi sebesar Rp.2,680,000,00 {100%)

= Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan
pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran Rp.
18,430,000,00 dengan realizasi sebesar Rp.19.278.000,00 (99,52%)

» Penyusunan petunjuk tekniz administrasi Keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan
pertanggungjawaban  dengan anggaran Rp.25.000.000,00 dengan
realizasi sebesar Rp.24.964.800,00 (99,86%)

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
# Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan FPengeluaran Kas
Daerah dengan anggaran Rp.25.371.200.00 dengan realisasi sebesar
Rp17.674.289,00 (69.66%)
# Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran Rp.B2.203.300,00
dengan realisasi sebesar Rp53.267 82500 (64, 80%)
# Konsclidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.50.893.310,00 dengan realisasi
sebesar Rp.43 69083500 (85,68%)
= Keordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanzan APBD  Kabupaten/Kota dengan  anggaran Rp.
Rp.87.006.970,00 dengan realisasi sebesar Rp 87 006.970,00 (100%:)
Penyusunan tanggapanftindak |anjut terhadap LHP BPK dan LHP APIP
atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan anggaran
3.561.600,00 dengan realisasi sebesar Rp,3.561.600,00 (1 00%)
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

# Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dengan anggaran
Rp.171.610.997,033,00 dengan realisasi Rp, 168 160.144 577,00 (97,99%

".l'
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» Pengelolaan dana darurat dan  mendesak dengan  anggaran
Rp.2.789.485.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.8954 468 507 00 (34,22)%

5. Pengelclaan Data dan Implementasi Sistim Informasi Pemerintah Daergh

Lingkup Keuangan Daerah

# Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah
bidang keuangan daerah dengan anggaran Rp.137.012.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp.111.095.875.00 (81,08%)

Il Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

= Penyusunan standar harga dengan anggaran Rp. 28.580.000.00 dengan
realisasi sebesar Rp.28.238.029,00 (95, 1 1%)

# Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan
anggaran Rp.13.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.305.125,00
(98,92%)

» Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
anggaran Rp. 22.085.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.812.723.00
(99,22%)

» Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp.23.282.000.00
dengan realisasi sebesar Rp.22 843 654,00 (98,12%)

# Inventarisasi barang milik daerah dengan anggaran Rp.24.152.500.00
dengan realisasi sebesar Rp. 16.900.000.00 {68,98%)

= Pengamanan barang milik daerah dengan anggaran Rp.1.189.217.525,00

dengan realisasi sebesar Rp.1.183.493.043.00 {99.52%)

Penilaian barang milik dasrah dengan anggaran Rp.18.047.500,00 dengan

realisasi sebesar Rp.16.246.100,00 (90,02%,)

# Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah  Sub
kegiatan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
terealisasi berupa dokumen pengalihan status barang milik daerah dengan
dana Rp.19.66566500 dengan realisasi sebesar Rp.17.620.665,00
(89.50%:)

» Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan
dan penghapusan barang milik daerah dengan anggaran Rp.12,530.000.00
dengan realisasi sebesar Rp.11.962.000,00 (92 51 %)

".li
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Laparan Akuntabilitas Kinerjo Instansi Pemmerintah (LKjIF} BPFKD Tohun 2023 21




~ Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
dengan anggaran Rp.21.511.800.00 dengan realisasi sebesar Rp,
20.538.500,00 (95,48%)

# Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupatenfkota

dengan anggaran Rp.9.653.400,00 dengan realisasi sebesar
Rp.8.845.000,00 (92,66%)

2. Meninglkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan untuk Untuk mendukung sasaran
kinerja ini dilaksanakan oleh Sekretariat BPKD.
Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Keglatan Perencanaan, Pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

= Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan
anggaran Rp.7.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.7.486.200.00 (99, 75%)

# BUb Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran
Rp.8 458.00000 dengan realisasi keuangan  sebesar Rp5.437.000.00
{99, 67%)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

= Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASMN dengan anggaran
4.313.696. 145,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.268.278.053,00
(98,84%)

* Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
dengan Rp.20000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
18.989.400,00 (99,95%)

3. Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
# Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan
anggaran  Rp.14.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.13.651.731,00 (97,51%)
4. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
# Penyediaan komponen instalasi listnk/penerangan bangunan kantor dengan
anggaran RpBS99.10000 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp 5.211.048,00 (57,91%)
+ Penyediaan bahan logistik kantor

— — e —— = — -
Laporun Akuntabilitas Kinerja fnstansi Pemerintah (LKjIF) BPKD Tahun 2023 22



Sub Kegiatan ini tersalizasi berupa, pembelian alat tulis kantor dengan
anggaran Rp.77.545170,00 dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.77.545.543,00 (100%)

# Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran
Rp.25.351.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.346.957 00
(99.98%)

# Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran
Rp.3.050.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.658.000,00
(87,15%)

# Fasilitasi kunjungan tamu dengan anggaran Rp.14.217.500,00 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.13.958,300 00 (98, 04%)

# Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran
Rp.168.507 456 00 dengan realisasi sebesar Rp.161.840.863,00 (96,04%)

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

» Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp.2.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp.2.240.000,00 (74,67%)

= Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran
Rp.113.000.000,00 dengan realisasi sabesar Rp.110.183.874,00 (97 ,51%)

= Penyediaan jasa pelayanan umum  kantor dengan  anggaran
Rp.143,432,000,00

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

# Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran
Rp.234 860.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.214.180.622 00 (91,20%)

= Pemaliharaan Mebel
Sub Kegiatan ini terealisasi berupa perbalkan Mebef dengan anggaran Rp.
5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.000.000,00 {100%)

» Pemeliharaan peralatan dan  mesin lainnya dengan anggaran
Rp.23.675.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.20.501 468,00 (B6,98%)

# Pemeliharaan | rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan
anggaran Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 34.B02.441 00
(59, 44%)
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Tabel 3.7
Realisasi & Capaian Kinerja Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

Porsedilig
Program, Keglatan, Sub Keglatan Targat | Realisesi “Fm_"; Anggaran Realisasi Runkisasi
{%p
PROGRAM PEMUMIANS URUSAN
PEMIRMTAHAN DAERAH
KABLIPA Th
ﬂuumh
Evnluasi Hinerjs Perangkat Danrsh g
:Hﬂuu.nlsuﬂuhm Perascannan 2 Dok F [T 7500 900 T.A88 200 = BT
rah
Koordnasi dan Penyusunan DFA-SRPD 100k ADck | 00,00 B.458 000 £.583.800 P00
Adménkirasi Keuangan Femng ksl Dasrak
Peryadnan Saj dan Turgangan AEN o Beog | 00,00 | 431340140 43808 17000 CET
| Fioordinasi aen Permpussean Lapamn 2 e 200k | 70000 20008, 000 16 B8 400 TR L]
Kauangas Ak Taten SKPD
Bdministrasl Kepegawaian Forsnghat
Penddian dan Felathan Fegae (et Taug | 106,00 14,000,000 13851.731 5
Berdasarian Tugag dan Fungsi
Administrasi Umum Pemngkat Dasmen
Peryedaan Forgenan isinEs TFakel | 1 Paked | 100,00 HOUE 00 E311 0dd 7.8
an Bahan “1Bake | 1 Fakel | 100,00 TS TT.5835{3 | W00.00
Penyedaan Barang Celakan dan T1Paket | 1 FmEs | 100,00 DE 5L 50 5 545 95T 56,85
mmﬁm Bacasn gan Peraiuan jenn Zjenis | 10000 A0S0 004 2855000 EEE
-
Fagifilmsi Kunjungan Tamu 1Lap Tlap | 10000 14 T17 500 11 R 300 0B 18
Panyeleggaraan Rapal Koordnas dan 1Llap Tlap | 10084 158 E07 454 101840 883 e
Eonsutas SKPD
Fenyediaan Jasa Fenunjang Urusan
Pemarintahan Daseah . -
Pisrpatdinan Jasn Saral Manyra] Zlap Ziap | 10000 EE T 1240000 74,ET
Pﬂwﬂilnmm Fomunkasl, Sumber Caya 1Zlap 1Zlap | 100,00 113,000 oo 1i0.1A3 674 57,61
Aar gan Liglie
Peryadann Jasa Falkpanan Usum Kamor 4 lsp dimp | 100,00 143 E3Z OO0 142,067 608 00,12

Ueissan Pamarintahen Dasrah . PRty
Fen Jaza Pamalitaasn Alkm mdadE | mdadd | 10000 234 806 700 Ha 1bhEz 81,20
Pemethaman, Pajak, dan Parznan uni, radla || unit noda
Eendaman Dinas 2.6 unit 3.5 unil
Pomalhatae Peralatsn can Mosn Lannys L] TEunl | 10000 Z3.675.000 “Z0.tet 48 e
urit

- Pemeifarasn Mekal 1wt Tunl | 10000 B.000.000 ] 100,00
Pemeifarasy Aiehabitas: gedung kanir 1wl Tomil | 10000 18,000,000 5 ang &A1 X T]
dan hargunan Hinfm
PROGRAM PENGELOLARN KELIANGAN
OEERAH
Foordingsd dan F'lln]'u.ur-n Remcana
Anggaran Daerah oy il
Koordnasi das Pefiyusunen KUA dan PPAS 7 Dok Z0uok | 900,00 LFELTIT=] 81236 575 4,08
Kioordinas: dan Panyusunen Pambahan KA T Dok Z2D0ok | to0,00 B (e B0 03.620.315 wrh
dar Pensbahan PPAS

]

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Tahun 2023 24



Frogram, Kegatan, Sub Kiglatan

Capalan

Koorinas, Parmusran dan Venlkas
Perubaian AKA-SKPD

Koordinasd, Perpusiman dan Venfkay OFE-
_SEED

Persiankass
Faaiinnni
%]

= Dok

100,00

17,487 . 180

16457, 500

4,22

30 Dok

00,00

18,751 480

Fioaprcdinasi den Proyusunan Paraluian
Dagzah tentang APED dan Pershurss Kepala
D ali n AP

2 Dok,

2 Dok

00,00

H38.074 521 |

LR b ]

A0

824,277 @3l

aa,05

2 Do

2 Dk

100,00

324,108

5 Dok

Dok

100,00

B0.176 533

e

38.700.005

24087250

L Leaerah
Koordinasi dam Pengeiolsan Kas Dasras

12 Dok

12 Dok

100,060

LR illiii]

42 BE5 84T

—|
H8,08

Fiprcinas!, Fasiiiasi, Asmisns, Sinkorsss;
Bupenem, Monboing den Evaluasi
:'I-\Iﬂm Dana Peririangan can Dana

B Do

8 [k

100,00

BE. T40.378

Foondinas: dan Peryusanan Laooran
Fieabnnsi Penerimass dun Pergeluaan Kag
Daagrah , Laporan Afvsn Kas dan

&0 Dok

12 Dok

B0 245 500

HH 44

&3 TEEATS

00,00

2580 000

2.680.000

w000 |

4 mstaal

T Req |

100,00

T 430 000

T T

24 DE4 B0D

Lk

12 lmp

12 lap

06,60

26371 300

IT.678 259

0

12 Dok

12 Dok

Eonsohfasd Laporan Kecangan BXPD,
BLUD dan Lagporan Keuangan Pamasniah

B2 X0 a0g

T.45T7 &4

0e,18

1 Dok

10000

S EEa.3i0

PEL L BE)

Koordiras) oan Peryusunan Fancangan

Pemtuan Dasmh
Fﬂmﬂhﬂ?mmuau
Prowin Fancangss Peraturan Kepala
Daerah leidsryg penfbaran

F

L=+

ET. 008 80

BY.006.970

Peswyusunan TangaspanTindas, LAnuL
ierhadan LHP BPY giss Lapocan
urifgs Pelgksanasn APED

T LHF

100,00

3581 o0

3.581. &0

Faunjang Lnesan Kewenangan
Pangeialagn Keuanpin Dasmh

Arabes Perencanaas dan Penysiyran
Bantuan Keua

14 Fec

14 Kixc

T &10.597.033

ganiuan Reuangan
Pengaiolisn Cana Danret dan Mencesar,

tTh

1Tn

HLR

1.759.488.800

AEE. 180 144 577

BT

BOd 458 507

oz

Fangeicizan Data dan Impiemrentasi
Sistem Indormasi Pemerintah Desrah
ku Oanrsh

Implamantas dan Pemelranesn SiElam
Inigemas Femenntan Daeran Bidarg
Kigiangan

166,00

137.012 000

117,685,875
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Mo | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target | Realisas) | Capalan Anggeran Realinasi | Parsentane
Hinora Ruealisasi
et
.
MILIK DAERAH
1| Pemgelainan Barang Milik Deeran
1 | Penyusunan Smngar Harga 7 Bk 30ok | 900,00 26,890 000 28 234 024 CTRE]
7| Penyusunan Perencansan Katmhan 7 Dok | 2Dk | 10000 12 450,000 "33.305 128 TS
i
] Kabjakan Fangeiniaan Bamang § | EPFemat | 10000 Z3.025, 000 T AE T TR
Bllfk Digerah il Prart ——
4 | Pensimmahass Barang Mik Daemah IBTP0 | 38090 | 10000 731.282,000 22843054 [RF]
& | invartanszsl Barang Mik Dasman I 0PD | 390P0 | 10000 4,102 500 1E 500,800 Y]
& | Pungamanan Barang Wik Dazrah & Dok EDck | 100,00 1185 21 628 T 18% 680043 T
7| Parilsinn Barsng fi Dacrah 10 Gk 000k | 100,00 18047 500 15288 100 #0,02
# | Pergawasan gan Pesgendaian Pengeldaan | S8 0OFD | 55 GFD 00,00 0 BAE A%, 7 A0S A6,60
| Barang Milh Casmn i S
§ | Dptrrolsas Perggunasn, Bomardsatan, T ZEER | W00 T2 B30 000 11,062 000 2.5
Pemindahtanganss, Pemusnahan, gan Bupail Bupati
"0 | Rekonsiles deam angks Penyusoran 3 OPD | 050OFD | 0000 157000 IOEEESH0 | BEAR
Lapgran Barang Mk Deeran
11 | Pambnean Pengeiciaan Bararg Mils WOPD | amoPD | ibhoo B653 400 E 945 fon wZEa
Diaerah Pemerntah ML&!
Tobal .70 | VEZESTIETETT | 177.280.914.843 BE3E

b R —— ——————
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 disusun
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan
dan anggaran tahun 2023, berdasarkan lugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Hal ini sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah [SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk
meningkatkan  efisiensi, efektivitas dan  akuniabilitas penyelenggaraan
pemerntahan. Dalam hal ini, Laporan Kinerja berperan sebagai alat unfuk
mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar kepada para stakeholders. Disamping
itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai alat kendali, alat panilal kualitas kinerja,
dan alat pendorong terwujudnya “good governance’. Dalam perspektif yang lebih
luas, maka Laporan Kinerja adalah media pertanggungjawaban kepada publik.

B. SARAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana etonomi
daerah dibidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan dapat
memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan prioritas
pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah
dilaksanakan, kinerja Badan Keuangan Daerah secara umum sudah mendekati
sasaran dan lujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian tidak berari bahwa
pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya
untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus dilakukan demi peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah serta terinventarisimya Aset Daerah, sehingga visi
dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya, dan visi misi
Kabupaten Tanah Datar pada umumnya dapat diwujudkan.
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